1. TUNJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Friedman (Siswanto Sunarso, 2004:70) menguraikan tentang fungs

sitem hukum, yaitu :

1

Fungs kontrol sosial, menurut Donald Black semua hukumadal ahberfungsi
sebagai kontrol sosial dari pemerintah.

Berfungsi sebagal cara penyelesaian sengketa dan konflik. Penyelesaian
sengketa ini  biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbebtuk
pertentangan lokal berskala kecil.

Fungs redistribus atau fungs rekayasa sosial. Fungsi ini mengarah pada
penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang
digunakan oleh pemerintah.

Fungs pemeliharaan sosial. Fungsi ini berguna untuk penegakan hukum, agar

berjalan sesuai dengan aturan mainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum

adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang

dicita-citakan hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku

undang-undang atau hukum (Siswanto Sunarso, 2004:70).
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Penegakan hukum pidana adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai
yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menila  yang
mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk
menciptakan (sebagai social engineering), memelihara dan mempertahankan
(sebagai social control) kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto,

1983:13).

Sistem penegakan hukum yang mempunya nilai-nilai yang baik adalah
menyangkut penyelesaian antara nilai-nilai dengan kaidah serta dengan prolaku
nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin

hidup sosial masyarakat karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

Muladi mengidentifikasikan tentang hubungan penegakan hukum pidana dengan
politik sosial menyatakan bahwa “penegakan hukum pidana merupakan bagian
dari penanggulangan kejahatan (politik kriminal)”. Tujuan akhir dari polotik
kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama untuk
kesgahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang
merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian
integral dari kebijakan untuk mencapai kesgjahteraan masyarakat. Sebagai bagian
yang tak terpisahkan dari seluruh kebijakan untuk mencapa kesegahteraan
masyarakat, maka wajarlah jika dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan
merupakan bagian integral dari pembangunan nasiona (Siswanto Sunarso,

2004:72).
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Berdasarkan orientasi kebijakan sosial itulah, menurut Djoko Prakoso yang

mengutip pandangan Soedarto dalam menghadapi masalah krimina atau

kejahatan harus diperhatikan hal-hal yanjg pada intinya sebagai berikut :

1

Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan
nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata
materiil dan spirituil berdasarkan pancasila. Sehubungan dengan itu maka
penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan
penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan
dan pengayoman masyarakat.

Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan
hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu
kegiatan yang mendatangkan kerugian materiil dan sprituil atas warga
masyarakat.

Penggunaan hukum pidana juga harus memperhitungkan prinsip “biaya dan
hasil”.

Penggunaan hukum pidana juga harus memperhitungkan kapasitas atau
kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai

melampaui beban tugas.

Penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika. Hal ini

didasarkan atas empat alasan, yaitu :

1

Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau
kekerasan  dengan  kemubgkinan  terjadinya  kesempatan  untuk

menyal ahgunakan kekuasaan (abuse of power)
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2. Hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana adalah pegawai
pemerintah yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani.

3. Bagi setiap orang etika dapat digunakan sebaga aat untuk membantu
memecahkan dilema etis yang dihadapi seseorang dalam kehidupan

profesionalnya.

Menurut Moeljatno (Sogjono Soekanto, 1986) hukum pidana adalah bagian dari
pada keseluruhan huk yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar
dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana
tertentu bagi barang siapa melanggar |arangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-ha apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau
bukan. Harudlah dilihat dari ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku di
Indonesia. Dari berbagai pendapat para ahli tersebut di atas belumlah belumlah

terdapat suatu rumusan yang menjadi patokan yang tepat.

Dalam penelitian ini, pengertian hukum pidana yang dipakai adalah pengertian
hikum pidana menurut Edmund Mezger (Soerjono Soekanto, 1986 :53), hukum

pidana adal ah aturan hukum, yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi
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Syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Jadi, pengrtian hukum pidanaitu
meliputi dua hal pokok, yaitu aturan hukum yang mengatur perbuatan pidana yang
memenuhi syarat-Syarat tertentu dan pidana, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu

Yang dimaksud perbuatan yang memenuhi syarat tertntu adalah perbuatan yang
dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memnunhi
syarat-syarat sebagai berikut :

a. Perbuatan tertentu itu harus merupakan perbuatan yang dilarang

b. Perbuatan tertentu itu harus dilakukan oleh orang

2. Pidana
Pidana ini merupakan suatu ha yang mutlak diperoleh dalam hukum pidana
Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi

anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.

B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan
melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan
orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana
di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “Pidana”,
ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana,

perbuatan pidana atau delik (Bambang Poernomo, 1997: 86).

Menurut Jonkers dalam Bambang Poernomo (1997: 87), tindak pidana adalah

suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengga atau apa
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oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan pidana adalah perbuatan
seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwva pidana atau
perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa
pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang
dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu

dapat dikenai sanksi pidana (hukuman) (J.B. Daliyo, 2001: 93).

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang
sigpa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana
adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal
sgja dalam pada itu diingat bahwa larangan digjukan kepada perbuatan, (yaitu
suatu keadaan atau kegjadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan
ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

(Mosljatno, 2005: 54).

Menurut D. Simons (dalam C.S.T. Kansil, 2004: 37), peristiwa pidana itu adalah
“Een Strafbaargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande
handeling Van een Toerekenungsvatbaar persoon”. Terjemahan bebasnya adalah
perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh

seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Simons (dalam C.S.T. Kansil, 2004: 37-38), unsur-unsur peristiwa
pidana adalah:
a. Perbuatan manusia (handeling)

b. Perbuatan manusiaitu harus melawan hukum (wederrechtelijk)
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Perbuatan itu diancam dengan pidana (Strafbaar gesteld) oleh Undang-undang
Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab
(Toerekeningsvatbaar)

Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (Schuld) si pembuat.

Suatu peristiwva agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a

Harus ada suatu perbuatan, yaitu suau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang.

Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang.
Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu
memang dapat dibuktikan sebagal suatu perbuatan yang melanggar ketentuan
hukum.

Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang

dilanggar itu dicantumkan sanksinya (J.B. Daliyo, 2001: 93).

Berdasarkan pendapat para sarjana mengena pengertian tindak pidana/peristiwa

pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu

kelakuan (gedraging), kelakuan itu harus sesua dengan uraian Undang-undang

(wettelijke omschrijving), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu

dapat diberatkan kepada pelaku, dan kel akuan itu diancam dengan hukuman.
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C. Jenis-JenisTindak Pidana

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

1

Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan
dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam
Pasal undang-undang yang bersangkutan.

Delik material adalah suatu pebuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang
timbul dari perbuatan itu.

Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
Ddlik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya
mengakibatkan matinya seseorang.

Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan
orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada
keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. (J.B. Daliyo,

2001 94)

Dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi

tigajenis peristiwa pidana yaitu:

1

2.

3.

Kgjahatan (Crimes)
Perbuatan buruk (Delict)

Pelanggaran (Contravention)
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Sedangkan menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dua

jenis yaitu “Misdrijf” (kejahatan) dan *“*Overtreding™ (pelanggaran) (Moeljatno,

2005: 40).

Tetapi, selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori

dan praktek dibedakan pula antaralain dalam:

1. Delik Commissionis dan Delikta Commissionis.
Delik Commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat
sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. Deélikta
Commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat
sesuatu) pernuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. Deélikta
Commissionis adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan
sesuatu padahal mestinya berbuat.

2. Ada pula yang dinamakan delikta Commissionis Peromissionem Commissa,
yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula

Delik Dolus dan Delik Culp.

Bagi deik dolus harus diperlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 338
KUHP, sedangkan pada delik culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila
kesal ahannya itu berbentuk keal paan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP.
dilakukan dengan tidak berbuat.

1. Delik Biasadan Delik yang dapat dikualifisir (Dikhususkan)

2. Déik menerus dan tidak Menerus. (Moeljatno, 2005: 75)

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui ada beberapa pengertian

tindak pidana maupun perbuatan pidana, tetapi pada dasarnya mempunyai
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pengertian, maksud yang sama yaitu perbuatan yang melawan hukum pidana dan

diancam dengan hukuman/sanksi pidana yang tegas.

D. Pengertian Pencurian

Menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir (1981:7), di dalam
Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenisjenis kejahatan yang
termasuk ke dalam golongan “kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan
lain-lain hal yang timbul dari hak milik” atau apa yang di dalam Bahasa Belanda
disebut “Misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvioeiende zakelijke
rechten” adalah kejahatan-kejahatan :

1. Pencurian atau diefstal

2. Pemerasan atau afpersing

3. Penggelapan atau verduistering

4. Penipuan atau bedrog, dan

5. Pengrusakan atau vernieling.

Pencurian dalam bentuknya yang pokok (bentuk pencurian biasa) diatur dalam
Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Il Bab XXII.
Dalam Pasal tersebut memuat batasan dan pengertian pencurian. Pasal 362 KUHP
menentukan bahwa : Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun

atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Melihat dari rumusan pasal tersebut diketahui bahwa tindak pidana atau kejahatan

pencurian merupakan delik forma dimana diancam hukuman atau larangan oleh



24

Undang-Undang. Namun dalam penterjemahannya terdapat perbedaan antara
beberapa ahli hukum dan para sarjana hukum, seperti P.A.F. Lamintang dan
C. Djisman Samosir (1981:198), mempergunakan istilah menguasai bukan
memiliki sebagai berikut : Barangsiapa mengambil suatu benda yang seluruhnya
atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai
benda tersebut secara melawan hukum, karena salah telah melakukan pencurian,
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun penjara atau denda

setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

E. Tindak Pidana di Bidang Perikanan

Daam ilmu hukum secara umum dikenal adanya hukum pidana umum dan
hukum pidana khusus. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia dapat ditemukan
dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi
sebagal berikut : ”Ketentuan-ketentuan dalam Bab | sampai Bab VIII Buku ini
juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan
lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 103 tersebut, maka yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Umum adalah semua tindak pidana yang tercantum dalam

KUHP dan semua undang-undang yang mengubah atau menambah KUHP.

2. Tindak Pidana Khusus adalah semua tindak pidana yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan tertentu di luar KUHP.

Adanya tindak pidana umum dan tindak pidana khusus ini, maka dalam
penyelesaian perkaranya juga diatur dalam hukum acara umum dan hukum acara

khusus, sehingga dalam penerapan dan penegakan hukumnya dimuat acara
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tersendiri sebagai ketentuan khusus (Sukardi, 2009:275). Wewenang penyidik

dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang

tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pgabat penyidik yang berwenang

lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga

dengan demikian dapat diketahui bahwa tindak pidana perikanan termasuk dalam

katagori tindak pidana khusus.

1. Beberapa macam tindak pidana perikanan (IUU Fishing : lllegal,

Unregulated, Unreported Fishing) dapat dibedakan atas :

a

Illegal Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan secaraillegal di perairan
wilayah atau ZEE suatu negara, tidak memiliki ijin dari negara pantai.
Unregulated Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan
wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku
di negaratersebut.

Unreported Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah
atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun

data kapal dan hasil tangkapannya (Aji Sularso, 2002).

2. Berdasarkan IPOA (International Plan Of Action) yaitu suatu organisasi

regional yang bergerak di bidang perencanaan dan pengelolaan perikanan,

memetakan jenis IUU Fishing sebagai berikut (Aji Sularso, 2002) :

a

Kegiatan perikanan melanggar hukum (lllegal Fishing), yaitu kegiatan

penangkapan ikan :

1) Dilakukan oleh orang atau kapa asing pada suatu perairan yang
menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa ijin dari negara tersebut atau

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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2) Bertentangan dengan peraturan nasiona yang berlaku atau kewajiban

internasional;

3) Dilakukan oleh kapa yang mengibarkan bendera suatu negara yang

menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi

beroperas tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan

yang diterapkan oleh organisas tersebut atau ketentuan hukum

internasional yang berlaku;

4) Penyebab Illegal Fishing, antaralain :

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Meningkat dan tingginya permintaan ikan, baik didalam negeri
maupun luar negeri;

Berkurang atau habisnya sumber dayaikan di negaralain;

L emahnya armada perikanan nasional;

Dokumen perijinan pendukung dikeluarkan oleh lebih dari satu
instansi;

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut;

Lemahnya tuntutan dan putusan pengadilan;

Belum adanya kesamaan visi aparat penegak hukum yang
berkompeten di laut;

Lemahnya peraturan perundangan terutama mengenai ketentuan

pidananya.

Kegiatan illlegal fishing yang umum terjadi di perairan yurisdiks nasioal

Indonesia, adalah :

1) Penangkapan ikan tanpaijin;

2) Penangkapan ikan dengan menggunakan ijin palsu;
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3) Penangkapan ikan dengan menggunakan aat tangkap terlarang; dan

4) Penangkapan ikan dengan jenis yang tidak sesuai dengan ijin.

. Kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (Unreported Fishing), yaitu

kegiatan penangkapan ikan :

1) Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada
instans yang berwenang, tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan nasional.

2) Dilakukan di area yang menjadi kompetens organisasi pengelolaan
perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan
secara tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari
organisasi tersebut.

3) Penyebab Unreported Fishing, antaralain :

a) Lemahnya peraturan perundang-undangan;

b) Lemahnya ketentuan sanksi dan pidana;

c) Belum sempurnanya sistem pengumpulan data hasil tangkapan
angkutan ikan;

d) Bedum ada kesadaran pengusaha terhadap pentingnya
menyampaikan data hasil tangkapan/angkutan ikan;

€) Hasil tangkapan dan daerah tangkapan dianggap rahasia dan tidak
untuk diketahui pihak lain;

f) Wilayah kepulauan menyebabkan banyak tempat pendaratan ikan

yang sebagian besar tidak termonitor dan terkontrol;
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g) Unit penangkapan dibawah 6 GT tidak diwajibkan memiliki 1UP
dan SIPI, sehingga tidak diwgibkan melaporkan data hasil
tangkapannya; dan

h) Sebagian besar perusahaan yang memiliki armada penangkapan
ikan mempunyai pelabuhan sendiri.

Kegiatan Unreported Fishing yang umum terjadi di perairan yurisdiksi

nasional Indonesia, adalah :

1) Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang
sesungguhnya atau pemal suan data tangkapan.

2) Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negaralain (transhipment)
di tengah laut.

Kegiatan perikanan yang tidak diatur (Unregulated Fishing), yaitu

kegiatan penangkapan ikan :

1) Suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian
dan pengelolaan dan kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan
dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk
pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum
internasional .

2) Area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan
regional, yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau yang
mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota
organisasi tersebut, dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan
dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

3) Penyebab Unregulated Fishing, antaralain :
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a) Potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia masih dianggap
memadal dan belum mencapai tingkat yang membahayakan;

b) Terfokus pada aturan yang sudah ada karena banyak
permasal ahan/kendala dalam pelaksanaan di lapangan;

c) Orientas jangka pendek;

d) Beragamnyakondis daerah perairan dan sumber dayaikan, dan

e) Belum masuknya Indonesia menjadi anggota organisasi perikanan

internasional.

Kegiatan Unregulated Fishing di perairan yurisdiksi nasional Indonesia banyak
ragamnya, antaralain masih belum diaturnya :
1) Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan
penangkapan ikan yang ada;
2) Wilayah perairan-perairan yang diperbolehkan dan dilarang; dan
3) Pengaturan aktifitas sport fishing, kegiatan-kegiatan penangkapan ikan
menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang, seperti

penggunaan jaring arad dan jaring apollo.

F. Modus Operandi Tindak Pidana Illegal Fishing.

Berbagal kasus tindak pidana illegal fishing sdlama ini modus operandi yang

dilakukan oleh kapal ikan asing maupun kapal ikan berbendera Indonesia eks

kapal ikan asing, antaralain :

1. Kapa Ikan Asing yaitu kapal murni berbendera asing melaksanakan kegiatan
penangkapan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan tidak

pernah mendarat di pelabuhan perikanan Indonesia.
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2. Kapa Ikan Indonesia eks KIA dengan dokumen aspal (asli tapi palsu) atau
tidak ada dokumen ijin.

3. Adanya Kapa Ikan Indonesia dengan dokumen aspa (pgabat yang
mengel uarkan bukan pejabat yang berwenang atau dokumen pal su).

4. Kapa lkan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen sama sekali artinya
menangkap ikan tanpaijin.

5. Kapa lkan Indonesia atau Kapa Ikan Asing melaksanakan kegiatan
penangkapan di perairan Indonesia yang menyalahi ketentuan alat tangkap dan

manipulasi hasil tangkapan atau ikan yang diangkut

Menurut Aji Sularso, berdasarkan hasil rekam VMS (Vessel Monitoring System),
rekam jejak (track record) kapal-kapa eks asing menunjukkan bahwa modus
utama adalah menyalahi fishing ground, transiphment ikan di laut (kapal angkut
posisinya dekat perbatasan ZEEI). Kapal-kapa asli Indonesia pada umumnya
menggunakan jaring sesuai ketentuan, penyimpangan alat tangkap sangat sedikit
ditemukan. Sebagian besar pelanggaran yang dilakukan adalah menyalahi fishing

ground.

Lebih lanjut Aji mengatakan bahwa kegiatan IUU fishing oleh kapal asing dan eks

asing dilihat dari prspektif yang lebih luas dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Merupakan kgahatan lintas negara terorganisasi (trans national organized
crime).

2. Sangat mengganggu kedaulatan NKRI (terutama kedaulatan ekonomi).

3. Mematikan industri pengolahan ikan di Indonesia dan sebaliknya menumbuh

kembangkan industri pengolahan di negaralain.
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4. Merusak kelestarian sumber daya ikan, karena intensitas 1UU fishing

menyebabkan overfishing dan overcapacity.






